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BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR rr2 TAHUN 2O21

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN PURWORF^IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^IO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat
(5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2OL9 tentang Satu Data
Indonesia dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun
2O2O tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data
Indonesia Tingkat Pusat, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Satu Data Kabupaten Purworejo;

: 1.

2.

3.

4.

5.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65751;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor lL2);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2O2O
tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data
Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor fiae;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
KABUPATEN PURWORE.IO.

SATU DATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo'
2'PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraurusanPemerintahan-' b""i"t, "tih 

pemerintah Daeiah- dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan

;ti";ip Negara Kesatuan Republik--Indonesia sebagaimana

himak^sud diam undang undangDasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

urusan pemerintahan daerah yang memimPin pelaksanaan urus€ut
pemerintahan yang menJadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah BuPati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu BuPati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa
angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan,
suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan

sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau
situasi.

7. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah
untuk Data yang akurat, mutakhir, terPadu, dan
dapat serta mudah diakses dan
dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui

Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan
Kode Referensi dan Data Induk.

8. Satu Data KabuPa ten Purworejo adalah kebljakan tata kelola Data
Data yang akurat,Pemerintah Daerah untuk

mutakhir, terPadu, dan dapat dipertanggungiawabkan, serta
antara Intansi Pusat denganmudah diakses dan dibagipakaikan

Instansi Daerah atau antar Instanstl Daerah melalui
Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan
Kode Referensi dan Data Induk.

9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang

baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta
memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan

P-L i) ,'I t (J. 4 l^l +J A
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I I . Interopera
antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau
makna, maksud, atau nonna tertentu sebagai

bersifat unik.
yang merepresentasikan objek dalam

proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

14. bata Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau
ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara

pengolahan, penyajian, dan analisis'
15. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditqjukan

bilitas Data adalah kemampuan data untuk

rujukan identitas Data Yang
13. Data Induk adalah data

untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun
masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala
nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung
jawab Badan Pusat Statistik.

16. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditqiukan
untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
yang merupakan

17. Statistik Khusus
untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan'
sosial budaya, dan lainnya dalam kehiduPan
masyarakat yang dilakukan oleh lembaga,
organrsasl perorangan dan/ atau unsur masyarakat lainnya.

18. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi/
ukuran, karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusra yang
berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

19. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang
dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di
muka bumi dan yang tidak berubah dalam watu yang relatif lama
yang dilakukan oleh Badan Informasi
Geospasial.

20.Data Geospasial

mengacu pada data geospasial dasar Yang
dilakukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau

, dan pengelolaan Data yang

tugas pokok instansi yang bersangkutan.
adalah statistik yang pemanfaatannya ditqiukan

Tematik adalah data geospasial yang
satu atau lebih tema tertentu yang dibuat

setiap orang.
21. DataNongeospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi

geografis, di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang
aisi.litan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, suara dan/ atau bunyi.

22,Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada
tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu
Data Kabupaten Purworejo.

23. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan
melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang
diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

24. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan

i

oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
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25. Walidata Pendukung adalah
Produsen Data Yang membantu

(21

unit kerja pengelola Data
pelaksanaan tugas Walidata.

pada

Data

pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota-lainnya'
g0. iorum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi

berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

27. Pengguna
undangan.
Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah,

perseorangan , kelompok orang, atau badan hukum yang
data.

28. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara' kesekretariatan
lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnYa'

pada

dan

29. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah dan instansi

koordinasi penYelenggaraan Satu Data Indonesia.
31. Forum Satu Data KabuPaten Purworej o adalah wadah komunikasi

dan koordinasi PenYelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo.

32. Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Purworejo adalah kePala

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan daerah.

33. Sekretariat Forum Satu Data KabuPaten Purworejo adalah

organlsasl ex-officioyang secara fungsional dilaksanakan oleh salah

satu unit kerja yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

26. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang

informasi dan komunikasi.
35. Portal Satu Data KabuPaten

perenc€rnaan pembangunan daerah.
3a. itortal Satu Oata Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat

nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi

Purworejo adalah media bagi-pakai
data di tingkat kabupaten yang dapat diakses melalui
teknologi informasi dan komunikasi.

36. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya
disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, tasian, penyediaan, dan/ atau
pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Purworejo.

37. Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, Yang selanjutnYa
disingkat BPS, adalah Instan
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 2

(1) Satu Data Kabupaten Purworejo dimaksudkan
untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pembangunan Daerah yang berkualitas dan efektif
melalui tata kelola Data yang baik.

si Vertikal di Daerah Yang

serta mudah diakses dan

Satu Data Kabupaten Purworejo bertujuan untuk:
Basis Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat

, ug,.T-t4 --T tI

a,

dibagipakaikan;
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b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat
Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan;

c. menjadi rujukan Data dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah; dan

d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. prinsip Satu Data Kabupaten Purworejo;
b. jenis data;
c. Satu Data Kabupaten Purworejo;
d. Forum Satu Data KabuPaten Purworejo;
e. Satu Data Kabupaten Purworejo;
f. kerja sama; dan
g. pendanaan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN PURWORE.IO

Bagran Kesatu
Umum

(U

Pasal 4

Satu Data Kabupaten Purworejo dilakukan
berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

(2) Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

yaitu Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:
a. memenuhi Standar Data;
b. memiliki Metadata;
c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 5

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar

,LI { b rl-I
i 'L.-lt t

Data.
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(2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. konsep;
b. defrnisi;
c. klasifikasi;
d. ukuran; dan
e. satuan.

(5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan
Data secara sistematis ke dalam kelomPok atau

kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data

(3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan' ' 
ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

(4) Defrnisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan
iecara jetas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain'

atau dibakukan secara luas.

(6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat
unit yang digunakan dalam pengukuran
cakupan.

(2) huruf d merupakan
jumlah, kadar, atau

(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan
besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar
untuk mengukur atau menalar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

(1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan
standamya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang

distandarkan tersebut.

(2) Standar Data untuk selain Data Statistik dan Data Geospasial' 
merujuk pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data
lainnya di tingkat Pusat.

(3) Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah merujuk pada
Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Pusat.

Bagran Ketiga
Metadata

Pasal 7

(l) Data yang dihasilkan Produsen Data harus dilengkapi dengan
Metadata.

J q l^l 4 1<t
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(2) Informasi dalam Metadata sebagaimana, dimaksud pada ayat (1)

harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku'

(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merqiuk
'-' p"a. bagfian-informasi t-ntang Data yang harus dicakup dalam

Metadata.

(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk
pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata'

(5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud
'-' p"a" "yit 1z\ dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

Bagtan KeemPat
Interoperabilitas Data

Pasal 8

(l) Data yang dihasilkan Produsen Data harus memenuhi kaidah

Interoperabilitas Data.

(2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana

dimaksud aYat (1), Data harus:

".- 
iot"i"t,i, dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/ komposisi- 
penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan

U. ii"i*p." dalam formai terbuka yang dapat dibaca sistem

elektronik.

l3l Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada- ayat (1)
'-' aif.t"L.r."r, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

(1) Data yang dihasilkan Produsen Data harus menggunakan Kode

Referensi dan/ atau Data Induk'

(2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diperoleh dari Portal Satu Data Indonesia'

ETt P\4
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BAB III

JENIS DATA

Pasal 10

(1) Jenis Data dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo
terdiri atas
a. Data Statistik; dan
b. Data GeosPasial.

(2) Data Statistik sebagaimana dimaksud, pada aya! -(1) huruf a
merupakan bagian dari Data Nongeospasial yang terdiri atas:
c. Statistik Dasar;
d. Statistik Sektoral; dan
e. Statistik Khusus.

(3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terbagi atas:
f. Data Geospasial Dasar; dan
g. Data Geospasial Tematik'

BAB IV

PEMELENGGARA SATU DATA KABUPATEN PURWORE.IO

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Purworejo terdiri atas:
a. Pembina Data;
b. Walidata;
c. Walidata Pendukung; dan
d. Produsen Data.

Pasal 12

(1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l huruf a
terdiri atas:
a. pembina Data Statistik yakni BPS; dan
b. pembina Data Geospasial yakni Perangkat Daerah yang

tugas Pemerintahan Daerah di bidang penataan
ruang selaku pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah
dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

(2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tugas:
a. memberikan dalam proses perencanaan

pengumpulan Data; dan
b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten

Purworejo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 13

(l) Wali data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas
Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.

(2) Wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas:
a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen

Data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data

Indonesia; dan
c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Pasal 14

(l) \tralidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
c dilaksanakan oleh unit kerja pada Frodusen Data yang
mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan Data.

(2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:
a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian data yang

disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu
Data Indonesia;

Data dan Metadata kepada Walidata untuk
disebarluaskan; dan

(3) unit kerja sebagai Walidata Pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1)

b.

b.

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l huruf d
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Data.

(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:
a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar

Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

dan
c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

,/Tl + I bt2 (
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(1) Forum Satu Data Kabupaten Purworejo terdiri atas:
a. Pembina Data;
b. Walidata; dan
c. Walidata Pendukung.

(2) Forum Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah.

Pasal 17

Pasal 16

(1) Forum Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas melakukan komunikasi
dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait
penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo.

BAB V

FORUM SATU DATA KABUPATEN PURWORB.IO

(2) Dalam Forum Satu Data Kabupaten Purworejo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepala Perangkat
Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah bertugas:

pelaksanaan Forum

rapat koordinasi; dan

Satu Data Kabupaten
Purworejo;

c. melakukan koordinasi/ konsultasi dengan Forum Satu Data

(1)

Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah dan/ atau tingkat pusat'

Pasal 18

Forum Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan
Produsen Data dan/ atau pihak lain yang terkait.

(2) Forum Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala
dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Pasal 19

(1) Forum Satu Data Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Purworejo'

a.

b.
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(2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan

administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Purworejo;
dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data
Kabupaten Purworejo,

(3) Penunjukan unit keda sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas
Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan pembangunan
daerah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN PURWORE.'O

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Satu Data Kabupaten Purworejo terdiri atas:
Data;a.

c.
b. pengumpulan Data;

Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 21

(1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa penentuan Daftar Data
yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

(2) Dalam men5rusun Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mengacu pada Daftar Data yang akan dikumpulkan Instansi Pusat
di tahun selanj utnya.

(3) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan:
a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Purworejo; dan/atau
c. rekomendasi Pembina Data.

l,-l tt I ll A--1.
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(4) Daftar Data sebagaimana dimaksud padaayat (1,) memuat:' ' a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
b. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data'

(5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat -digunakan :*"C"i'-' d"".t dalam irerincanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat

dan Instansi Daerah.

(1)

Pasal 22

Satu Data Kabupaten Purworejo mengacu pada

pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia.

(2) Koordinator Satu Data Kabupaten- Purw-orejo melaporkan. hasil
'-'pe.rcapaian rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana

etr".k-";J pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit

(1)

satu kali dalam setahun.

Data
dilakukan oleh Prod

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 23

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O huruf b
usen Data sesuai dengan:

a. Standar Data;
b. O"ft". Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data-' f"ao"""i" aanT a6u Forum Satu Data Kabupaten Purworejo;

dan

(5) Produsen Data dalam melakukan pengumprrlan Data sebagaimana' ' dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim teknis'

c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data'

l2l Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan Metadata.

(3}DatayangtelahdikumpulkanolehProdusenDatadisampaikan
kepada Walidata'

(4) Data sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) disertai:
a. Data yang telah
b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
c. Metadata Yang melekat pada Data tersebut.

Pasal 24

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data disam' ' 
Walid;ta melalui Walidata Pendukung dan diperiksa
dengan prinsip Satu Data Indonesia.

€& b\.4
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(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum
sesuai dengan prinsip Batu Daia Indonesia, Walidata atau Walidata
Pendukun{meirgem6atit<an Data tersebut kepada Produsen Data'

(3) Produsen Data memperbaiki Data. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

Bagran Kelima

sesuai hasil pemeriksaan

Penyebarluasan Data

Pasal 25

(1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O huruf
tlgi"tat flemberian akses, pendistribusian, dand

pertukaran Data.

(2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' 
dilakukan oleh Walidata.

(3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (21 melalui
Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Kabupa ten Purworejo,

dan media lainnYa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan per ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Portal Satu Data Kabupaten Purworej o sebagaimana dimaksud
akses:pada ayat (3) Paling sedikit

a. Data;
b. Metadata;
c. jadwalrilis dan/ atau pemutakhiran Data'

(5) Portal Satu Data Kabupaten Purworejo dikelola oleh Perangkatt"' 
b"""Eh-v""g *fur."*"t"" tugas pemerintahan Daerah di bidang

komunikasi dan informatika'

Pasal 26

(1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data'

(2) Produsen Data dan Walidata dapat mengaJ-ukan permohonan

pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data

Indonesia.

(3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)
t"' lil;;;;l;-F;*; s"t" p-"t^ Kabupaten Purworejo sebelum

Ji":"tt" kepada Forum Satu Data Indonesia'

(41 Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

' ' dilaksanakan oleh:
;:'-w-Jii;t" untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan

Instansi Daerah; dan
b. PPID untuk Pengfrna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi

Daerah.

&,I
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Pasal 27

(1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses
melalui Portal Satu Data Indonesia.

(2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu
Data Indonesia dan Portal Satu Data Kabupaten Purworejo tidak
dikenakan biaya, tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman,
perjanjian kerjasama, dan/ atau surat pernyataan.

(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi
Daerah di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data
Kabupaten Purworejo dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 28

(1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Purworejo dapat
melaksanakan keda sama dalam perencanaan, pengumpulan,

dan penyebarluasan Data.

(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan atas penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau
sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PJraturan 

-Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo

I

/

EZJTGUS BAS

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 2l Lrrtrn 2till

6 SAto RoMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN 2O2I NOMOR I'2 SERI E NOMOR 1T?

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal a{ }rrlrr 2a2l

BUPATI PURWORF^IOI

h

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWORE.IO,

J,
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